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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik 

melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Palu 

pada tahun 2024, dalam prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Walaupun, 

dalam praktiknya masih terdapat kekurangan, khususnya terkait sertipikat yang 

keluar hanya 50 dari yang ditargetkan. Meskipun demikian, program PTSL 

secara keseluruhan memberikan kepastian hukum terkait hak atas tanah bagi 

masyarakat, melalui Sertipikat Hak Milik atas tanah, serta meningkatkan tertib 

administrasi pertanahan di wilayah Kota Palu, terkhusus Kecamatan Palu 

Selatan, Kelurahan Birobuli Utara. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan kepada pihak 

Kantor Pertanahan Kota Palu untuk meningkatkan efektivitas, agar kedepannya 

jumlah penerbitan seritipikat sama dengan yang ditargetkan, atau lebih banyak 

daripada yang ditargetkan. Serta menjaga dan meningkatkan koordinasi dengan 

pihak kelurahan, untuk mengurangi hambatan dalam pelaksanaan program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Palu. Dengan perbaikan tersebut, 

diharapkan pelaksanaan PTSL di Kota Palu ke depan dapat berjalan lebih efektif, 

transparan, dan memberikan kepastian hukum yang maksimal bagi masyarakat. 
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